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TEM TANG
FERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUNM
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWEST SELATAN
DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSERCAN TERBATAS
(PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN

DENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAHA £5A
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

tiemmbang : a. bahwa  bentuk badan hukum Bank Pembangunan

Daerah  Sulawesi Seiatan sehagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Dacrah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan Nomor | tahun 19593 B8ank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan  sebagaimana teleh diubah  dengan .
Peraturan Daerah Propinsi Tingkat T Sulawesi Selatan Nomor

8 tahun 1999 perlu disesuaikan dengan perkembangan
operasional perbankan dengan tetap berlandaskan kepada
ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; _

b. bahwa penyesuaian tersebut dimaksudkan untulk lebih

meningkatkan fungsi dan peranan Bank Pembangunan

Daerah Sulawes: Selatan untuk menunjang pengembangan

dan pertumbuhan perekoncmian Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimans dimaksud
dalam huruf 3 dan b di atas, periu membentuk Peraturan
Daerah ‘tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank
Pembangunan Daehrlah Sulawesi : Selatan dari Perusahaan

Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank

Pembangunan Dacrah Sulawesi Selatan,




Mengingat

LU ]

o

Undang-undang  Homor 47 Prp. Tahun 1960  tentang
pemben-tukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ITenggara
dan Daerah Tingkal I Sulawesi Utara Tengah (Lémbaran
Megara Tehun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran
Hegara Momor 2102} Juncto Undang-undang Nomor 12
Tahiun 1964 tentang  Penctapan  FPeraturan Pemerintah
Pengqanti Undang-undang Nomaor 2 Tahun 1964 tentsng
{Pembentukan Dacrah Tingkat | Suldwest Tengan dan
Daerah Tingkat 1 Sulawesi Terggara dengan mengubah
tndang-undang  Homoar 47 " Prp. Tahun 1980 tentand
Pembentukan Dacrah Tingkat [ Suiawesi Utara Tengah dan
Deerah Tingkat I SLJIBWESi Se'atan Tenggara menjad
Undang-undang (Lembara'n Negara Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2678} ;
Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan {Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3,
Tambahan tembaran Negara Nomor 3472) jo. Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 182, Tambaiian Lembaran Negard Nomor
3790) ;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ; |
Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 .
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839} ;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang  Bank

Indonesia (Lembaran Negara R Tahun 1999 Nomor 66 ;

_Undang-undang  MNomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Rf Tahua 1999 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

[




Menetapkan

[ L L P,

9. Pecaturan Ienteri Dalam Megeri Nomor 6 Tahon |

10.

11

12.

Paoroturoa Pomaedntah Nomor  7¢ Tahun 1992 tentang
Bank Umum sebagaimana telalh diubah beberapa  kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
1998 (Lembaran Negara Tahun 1698 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Megara tomor 3747y,

Keputusan Presiden Republik [ndenesia No.44 tahun 1999
Slenténg Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undezngan
dan  Bentud ancangan Urdang-undang,  Peraturan

Pemenataly dan Rancanoan Kepuiusan Presiden {Lemibxaran

Negera tahun 19*3‘9 Nemor 70) ;

1992
tentang Penyesuaian Peraturan  Pendirian Bank
Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan | "
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998
lentang  Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Neqeri
Nomor 8 Tahun 1992 tentang  Penyesuaian Peraturan
Pendirian Bank Pembangu-nan Daeral dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PB1/2000 Tahun

2000 tentang Bank Umum ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN
PROPINSI SULAWEST SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BCNTUV BADAN
HUKUM™ BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN
DARI  PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN
TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWES

SELATAN



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturgn Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

3.

Oaerah adalab Propinsi Sulavees Selatan.
Pemerintahy Propinst adalah Pemcerintah Dacrall Propins Sulawesi Se‘reTmn.
Pemerintah Kabupaten!.‘-iora' adaiab Pemorintah Dacrak ¥zhuonteaf/Hota se-
Suiawesi Selatan.

Gubernur adalah Gubernur Suliveeal Selatan.

Devian Perwekilan Rakyat Daerah (DPRD} adafah Dewan Perwaikilan Qakyat
Deerah Propinsi Sulawesi Selatan,

Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan yang
diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan adalah Perseroan Terbatas 8ank Pembangunan Daerah - Sulawesi
Selatan. '
Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pemegang Saham adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati/Walikota se-

Sulawesi Selatan dan atau swasta/masyarakat,
Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah

Sulawesi Selatan.
Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Qaerah

Sulawesi Selatan.

Komisaris adalah Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.
Di}éksf adalah Direksi PT, Bank Pembangunén Daerah Sulawesi Selatan,
Pegéwai adaiah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.
Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Bank "Pembangunan {aerah
Sulawesi Selatan berikut perubahan-perubshannya,

Rapat Umum Pemegang Sshanmy vang selunjutnya disingkat Rapat Umum
Pemegang Ssham adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan yang nerupakan organ perseroan
yang memegang kekuasazn tertingg: dalam perseroan dan rnemeg«ing segala
wewenang yang tidak diseratikan kepada Direksi atau Kdmisaris.

Ssham adalah bukti kepemilikan modal atas PT. Bank Pembangunan Daerai

Sulawesj Selatan yang memberi hak atas Diveden dan lain-lainnya.




(1)

(2)

(3)

(1)

(2}

Bap 1t
PERUBAMHAM BENTUK PADAN HUKM
Pasal 2

Dengan Peraturan Daeraly i Perusahaan Dacrah  Bank Pembangunan

Cacrah Sulawesi Selatan yang ditinivan dengan Poraluran Oneral ProyiinTi
Daerah Tingkat I Sulawesi Sotaran Momoer | olahun 19973 tentang Bank
Pembangunan Dacrah Suioeard Selatan sebagaimana tetah diubah sErtama

kall dengan Peraturan Dnerals Propingi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan
Ll

MNo.8 tahun 1599 - divbaiy Lontnk badan_ hukumnya menjadi PT. Bank.

Peémbangunan., Daé‘rah‘ Sulasvesi Selatan <sesyai ketentuar ]J'E‘.’E']'[UFIE‘,I‘.‘
perundang-undangan yang benoky ”

Perubahan sebagaimana cimakeud dadam ayat {1} pasal ini, maka seluruh
kekayaan, usaha-usaha perusahaan, hak  coan kewajiban  serta pegawai

Perusahaan Daerah Bank rembangundn Daerai Sulawesi Selatan dan Lein
8

Usaha dialihkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Sefatan

sesual ketentuan yang berlaky -
Seluruh  kekayaan PT. Bank Pemoangunan  Daerah  Sulawes Sefatan_ S

sebagaimana dimaksud dalar ayal (2Y pasal ini merupakan kekayear Daerah :

yang dipisahkan,

Pasal 3

Dalam rangka perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal ’Z'ayat {13,
Gubernur. diberi wewenang untuk memproses jebin tanjut” Bentlik Badan
Hukum PT. Bank Pembangunan Dacrah Sulawesi Selatan sesuai dengan
prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berfaku; o

Perubahah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlaku semua ketentuan

hukum yang menyangkut perbankan dan keténtuamkefentuan Jain yang

berkaitan dengan nperasional Bank.



L

BAB I
BENTUK, SEQUTAN DAN FUNGS!
*asal 4

genturx badan hukum  Rank [’J‘émbanguman Daecran Sulawest Selatan adalah

Poerseroan Tertatas (PT).

l)r|J ‘_’J

PT. Bank Pembzngunan Daerali: Sulawesi Seiztan yaﬂfl diberi sebutan P71, Bank

Ceiches.  — %W Wﬂ% /7 Lo, vialeel

-

Bag 1v
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

PT. Bank Pembangunah Daerah Sulawesi Sefatan berkedudukar dan berkantor
busar di Ibukots Propinsi dengan kantor-kantor cabang dan unit-unif pelayanan

yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaky.

BAB V .
PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7

Penyelenggaraan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dilaktikan

berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan mengultamakan prinsip kehat-hatian.

Pasal 8

(1) Perubahaﬁ sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (lj unfuk-memberikan
peranan yang lebih besar serta memperluas jangkauan operasional PT, Bank
-Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, sehingga lebih mampu menunjang
pengembangan dan pertumbuban perekonomian  Daerah  dalam  era

glebalisasi.

L



{2) Tujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasa! 2 ayal (1) adalah :
a. Meningkatken permodalan PT. Bank  Pembangunan  Daeralhy Sulawes
Selatan dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga vntuk turut

serta menanamkan medalya,
b Memngkatken daya saing PT. Bank Pembangunan Dacrah Sulawes Selatan
untuk mengantisipast perkembangan ekonomi nasional maupun globalisasi
. FTuwrut membantu dan mendorong  pertumbuhan  perekonomian  dan
oRinerataan pembangunan Dacrah

S Reningkatkan sumber Pendanpatan Ash Daeral.

BAR VI
LAPANGAN USAHA
Pasal 9

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2); PT.
Bank Pembangunan Daerall Sulawesi Selatan melakukan  usaha-usaha
perbankan dan kegiatan lain sepanjang lidak berlentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. .
Rincizn usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal inf ciatur dalam

Anggaran Dasar. - .

BAB VIl
MODAL DAN SAHAM

Pasal 10 e

(1) Modal Dasar PT. Bank Pembangunan Daerall Sulawesi Selatan ditetapkan

e

sebesar Rp.650.000.000.000,00 (enam ratus iima pulult milyar rupi_ah);

Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pacal i, Modal
Disetor Rp.167.856.907.724,10 (seratus enam pulub tujuh milyar delapan
ratus fima puluh enam futa sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua pulult
empat rupiah sepuluh sen).

Perubahan modal sebagéimané dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini
ditetapkan dalain Rapat Umums.Pemegam Saham,




(4)

(%)

Penetapan Modal Dasar, Modal Disctor dan perubahan medal PT. Bank
Pembangunan Daerah Sulawest Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), {2) dan (3} pasal ini, diatur 2bil lanjut dalam Anggaran Dasar,
Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah
Bropinsi/ Kabupaten/¥ota agar menvediakan anaqaran sesual kemampusn
daerah atas persetujuan DPRD dan sebagian lainnya dari swasta/masyarakat.
Ponvertaan modal Pemerintah PropinsifKabupaten/Kota  pada PT. . Batk
Fembangunan Coeral Sulavosl Solotan adalaly
a. sermus hak dan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat
(3} yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit Akuntan Publik atac
adan fgerwg:!&'.’aS:?n Keuanoan dan Pemijangumn {BPEPY pada saar
perubahan bentuk baden hukum Perusahaan Daeraly Bank Pembangunan
Daerah Sulawest Selatan menjadi PT. 8ank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan., '
b. dalam bentuk saham-sahani.

Pasal 11

Semua saham yang diterbitkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi

Selatan adalah saham atas nama,
Penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan

dimungkinkan dari Pihak Ketiga dengan besaran komposisi saham masing-

masing :

- Pemerintah Propinsi 51 %

- Pemerintah Kabupaten/Kota T5% 4

- Swasta 20 Ygriee e '
Jenis dan nifai nominal saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham, = ' :

Setiap pemegang saham, harus tunduk pada semua keputusan yang diampi

dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
Keikutsertaan dalam pemilikan dan penggunaan hak atas saham adalah orang
perorangan atau Badan Hukum Indonesia atau Subyek Hukum  Asing

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Ieriaku. .

T



Pasal 12

peraturan tentang dafter saham, pemindshtanganan caham dan duplikat saham
cdatur dengan peraturan \ersendin ool Rapat Umum Pemegang Saham dengan
memaerhatikan peratluran perundang-undangan yong Lerlaku,
BAn Wil
PAPAT UMUM PEIAEGANG SaHAM
Pasal 13

(1) Ropat Umum Pemegang Saham mertpakan kekuasasn tertinggi dalam P

Bank Pembangunan Daerah Sulawest Selatan.

Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham fainnya.

Rapat Umum Pemegang Saham digdakan sekurang-kurangnya sekall dalam

setahun. :
Rapat Umum Pemegang Sahiam tahunan diadakan dalam waktu pafing lambat

6 {enam} bu[an setelah tahun buku.

Rppat Umum Pemegang Saham innya dapat diadakan sewaktu-wakty sesudi

dengan kebutuhan.

Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama. .

Keputusan Rapat Umurﬁ pemegang Saham diambil berdasarkan azas

musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

{8) Tata tertib penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oieh
Rapat Umum. Pemegang Saham yang pertama, dengan berpedoman pada
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Bank pembangunan
Daerah Sulavresi Selatan. '

{9y Pemerintah Propinsi  dan Pemerintah  Kabupaten/Kota pada PT.. Bank
Pembangunan Dacrah Sulawesi Sclatan mempunyai Haok [stimewa (Voting

Right).
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DINEKS]
Pasal 14

BT Bank Pembangunan Dasrah Sufavea Selatan dipimnin olel Direksi yano
tergiri atas seorang Direktur Utana dan sehanyak-banyaknys 4 (empat) orang
Corckiur.

Pergvaratan untuk dizngrat menjach Diecind numemal hares mamaensly svaral
#. Dbertagees kepada Tubian Yang i4aia £aa;

L. beraxhlpa dan moral yang haik;

¢ memitki keahlian di bidang perbankon

d. Sehat jasmani dan rahani ;

e. Tidak tercela {(melanggar hukum),

Tala cara pengangkatan dan pemberhientian, serta masa jabatan, tugas, dan

wewenang Direksi, diatur dalam Anggaran Dasar i’_e'r/u‘]'ﬁahac‘fr\,@%ﬁr’ﬂ‘i

BAB X
DEWARN KOMISARIS
Pasat 15 - _ .

Dewan Komisaris terdiri alas secrang Komisaris Utama dan seban\;'ak-

panyaknya 4 {empat) orang angguia Komesaris. .

Persyaratan untuk d‘iangkat.menjadi Komisaris, minimal harus memenahi.

syarat:

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Fsa;

b, berakhlag dan moral yang baik;

¢ memibki keahlian di bidang perbankan.

Pada saat pendirian PT. Bank Pembangunan Dacerah  Sulawesi Selatan, _ o
Komisaris Utama dijabat oleh Gubernur secara ex ofﬂcé‘o.

Komisaris yang mewakili Pemerintalhh Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam
m_enjaiankar_t tugasnya se':cara berkala berkewajiban melaporkan kegiaton :
L:_saha PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan kepada Gubernur.

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas can

wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anagaran Dasar.»

I
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(3)

Al xi
FEPEGAVWATAR
asal 16

Pegawai Bank  Pembangonan Dacrah Sulawes Selalan yang dialinkan
scbagaimana yang dimaksud) dolam Pasal 2 ayal {4}, tetap mempunyed
xedudukan dan hak yang sama sebagai pegawai PT. Bank Pembangunan
Daerah Sulawesi Selatar.,

Peqawar PT. Bank Pembangunan Useraly Sulawes: Selatan dianckal dan
diberhentikan oleh” Direksi sesual dengan peraturan perundang-undangan
yc“m{;'berlaku,

Hak dan kewajiban pegaws P Uank Pembangunan Daecah Sulavies: Selatan
diaturoleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris herdasarkan
paraturan perundai‘;g-un(imz:_‘_;un yong  herkako dengan meimperhiatikan

kemampuan Bank.

A X1]
TAHUR BUKU DAR LAPORAN KEUANGAN TAHUMAL

Pasal 17

Tahun Buku PT, Bank Pmﬁl;;mg';nn;m Dacrah Sulawesi Selatan adalah Tahun
T.akwin;

Pada setiap akhir tahun buku, dibuat Laporan Kevangan Tahunan yang terdiri
alas Meraca dan perhitungan Laba Ruqi beserta p_enjeiasannya ;

Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan _5;%tt=lah tahun buku ditutup,

Direksi menyusun Laporan Keuangan Tahunan untuk diajukan dan disahkan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
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Pasal 18-
11 Laba bersih sesual housil kogotusan Rapat Unegn Pomeczog Sabam akan
gihaepkon  kegada poenesang saham o calam Bentuk dividen dana
! 3

PEMETARABR DA PENGGUNAAR LABA BERSIH

pembangunan desiah,  cadangan amien,  cadangan  tujuan,  dana
sesegaliderann dars Joni pros Bk

(7] laba bersihoselelohy caqaotong aajnk oan Jisabban eleh RQapat Ui

o, —b

: :”s_'f.'negarr{} Sahert petbanaeiya o r‘u’u[\k el bertlout:
a0 Dividen ek Ferneanag saliam 408
b Dana Pembangunan Dacrah . 15% ..
oo Cadangen Um0 L s,
d. Cadangant Tujian . USROS NF -
e. Dana Kesejahleraan {untuk pensiunan ......................... 1% i
o Jasa Brodukst (InsemtdY 10%%
£3) Laba bersih yvang moenjodi bagian Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota
seluruhnya diselorkan kepada  masing-masing Pemerintah yang bersangkutan
menurut tala carg dolom peratucan perondang-undangan yang  berlaku.
BAB XIV ‘
PENGGABUNGAN, PELERURAN DAN PENGAMBILALTHAN
Pasal 19
{1) Pc_-a1{;(_‘,\0!)11:'1{15;11 alov pelchoioa ston penganibilalinan PT. Bank Pembangunan
Dacrah Sulawest Selidon dileraphan senuai dengan ketentuan yang berlaku
dengan memperhatikon
| . kepenlingan perarorangan dan para pemegang saham, baik mavaoritas
MEUFRT NGOG,
0. kepentingan masyarakat. :

{2) Dalam penguobungon  atouw peleburan  atau pengambilalihan P, Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Selitan sebagaimana dinaksud pacla ayat (1) i
pasal ini, Gilskukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham,

(1) Tota cara pengusbungan,  peleburan  dan  pengambifalihan  PT,  Bank

Pernbaf'nr:u:m“ Pacran sulawest Selatan sebagaimana dumaksud pada ayat (1)

pasal ini drlunnqkan dalam Akte Pendirian.
1




CAafd XV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI]
[Fasal 29

1) PT Bank Pembangunan Daceals Sulawesi Selatan Dubar karens:
4. Xeputusan Rapat LUmwn Pomegang Sahans
b Jangka waklu peadinannya vang ditetaphae dalam Anggaran Dasar telals

T ORI

A
€. Penetapan Pengadilan.
{21 Tata cora pembubaran don bkaidans 20 Dok Pembiancman Daeralt Solinves,i
+

Selrtan cebagaimana diniisad e ayal £ diluargran b dalom Alde

Pondirian,

Oafy Xy
CPEMBINAAN
Pasal 21

Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan teknis perbankan terhadap

PT. Bank Pembangunan Daerah Sudawea Selatan,

BAL Xyl
PENGAWASAN
Pasal 22

Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dibawsh pengawasan Dewarny Komisaris berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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Guberaur dan Bupati/Walikota diberikan kuzsa lebih lanjat

pendirian PT. Bank Pembangunan Dacrah Sulawest Selatan menurut peratural

P

Ly

——
Ied
—

(3)

(AR XV
PEMNDTRIARN
Pacal 23

cntuk melaksanakan

ran

nerundang-undangan yang berlaru;

e

'.‘n’.". I)
KETOR A DEa i
Pasal 24

parubahan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 ayal (1), DBewan Pengawas
dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Permbangunan Daereh Sulawesi Selatan
measih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampal dengan disahkannya

1F

Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan oleh pejabit

vang bervenang.

Tinglakan  hukum Dire.ksi Perusabaan Dacrah Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dalam pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan.
Direkst PT. Bank Pembangunan Daetah Sulawesi Scelatan setelah .mend;pat
nengesahan dari pejabat yang berwenang. |

Semua - ketentuan dan peraturan yang telah berlaky -di lingkungan Bank
Pembangunan Daeral Sulawesi Selatan pada saat cliberfakukannya Peraturan
Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan.-peraturan perundans: .

undangan Isinnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya-

ketentuan yang baru;

Bap XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Untuk penegasan identitas PT. ‘Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan

ditetapkan dengan suatu logo yang diatur tersendini sesuai dengan Peraturan

perundang-undangan yang beriaku.



et b SR

Pasal 26
(1) Hal-hal fain yang Lelum cukun ciatur dalam Peraturan Daeral ini akan diatus

dalam Akta Pendirian PT. Barik pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan
poraturan-peraturan lannya.

(2) Dengan berlakunya Poraturan Jacrah ini maka Peraturan Dacrah Propins

Gulawesi Selatan momaor 1otehid 1997 tontang Bank Pembangunan Daerah

cutawesi Selatan dan Peraturid Ciaseady o @t 1899 tentan Porybahing

pertama Peraturan Dazrah LOmCs lehun 1097 dinyatakan Udak ek G

bt 27

peraturan Daerab ini mulai herlako pada tanaqal civunganakan.
fgar  supaya setiap  ofang  dapal menagetahtinye, memerirtahkan
pengundangan  Peraturan Dacrah i dengan penempalannya calam Lembaran

Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Disalikan di Makassar
pada tanggal, 20 - 8 - 2003

GUBERNUR/S

/""
M. ‘AMIN ZYAM

WEST SELATAN,

£

Diuindangkan di Makassar
pada tanggal, 27 - 8 - 2003

SEXKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESE SELATAN,

H. A, TIOHENG LALLOMBASI\NG

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN . 2003 NOMOR 50 )



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN D}"ERAH PROPINST SULAWESE SELATAN
NOMOR a4z TAHUR 2003
TERTANG

=

SERUBAHAMN CUMTUN BADAN (UM
DANK FEMBANGUNAN DﬁF”‘AH SULAWESL S ? LATAN
OARI PERUSAHALN DAERAR (PD) MENIADI PERUSAHA AN TERBATAS
H(PTY BANK PEMBANGUNAT P DATRAM SULAWEST SELATAN

PENIELASAN UMUT

RBank Pembangunan [5aerah Sulawesi Setatan sebagal salaly satlu alal
kelengkapan otonomi daerah didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi
Tingkat i Sulawesi Selatan Tenggara Nomar 002 Tahun 1964 sebagaimana
telal beberapa kati mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 1993 tentang Bank
Pembangunan Dasrah Sulawesi Selalan (Lembaran Daerah Nomor 3 tahun
Tahun 1993 Seri 8 Nomor 3) dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat i
Sulaweéi Selatan Nomor 8 Tahun 1999 tanggal 5 Juli 1999 tentang Peribahan
pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawes Selatan Nomor
1 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Nomor 5 Seri b Nomor 1 Tahun 1999).

perubahan bentuk badan hukum ini dimaksudkan untuk merbantu
dan menunjang pembangunan dan perekonomian Daerahy dengan lebil
memberdayakan perekonomian rakyat serta menjadikdn  badan  usahs
tersebut mandiri dan profesionat dalam pengeiolaa:nny'é, sehingga dapat
memberikan kontribusi yang optimal kepada Pemerintah Daerahy Propinsi
Sulavesi Selatan dan Pemerintai Kabupalen/Kota se-Sulawes Selatan dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daeral.

' Dengan perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Dacraly

Sulawesi Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbates

diharapkan : -
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17 I 5as
LA

dengjan dukungan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan
status kelembagaan yaneg fieksibel sehingga lebih memherdayaklan darn
dapat mengantisipasi  persaingan  perbankan secara  global  vang
membutubkan teknologi vang handal serta mengembangkan usaha ¢
hidang perbankan;

mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat sejajar
dengan  bank-bank  khwsusnya bi.r:Jam_'j permoadalan dengan
mengikutsertakan masyarabat/swasta;

mempunyal keluwesan gerak  operasional dalam bisnis perbanban,
wecepatan pengambiian keoputusan untuk menuju ke bank yang sehat,
dinams dan profesional;

mayoritas pemitikan saham fetap berada pada Pemerintah Daerah

dengan hak suara khusus dan atau hak-hak fain vang harns dimiliki

pemegang saham bigsa;

Yemampuan  manajemen PT. Bank Pembangunan  Daerah Sulpwes
p J g

Selatan dapat dipertanggungjawabkan  secara  profesional  terutama
kemampuan mengantisipast penurunan dana Pemerintah Daerah.
Dengan | demikian  keberadacn PT. Bank  Pembangunan  Dacrai

wesi Selatan sebagai Bank Umum dan sebagal alat kelengkapan otononu

Dacrah perlu terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan

Daerah,

Pasal
Pasal
Pasal

Pasal

Fasal

Pasal

. PENJIELASAN PASAL DEMI PASAL

| Cukup jelas.

, Cukup jelas.

3 ; Cukup jelas.

4 Yang dimaksud PT. Bank Celebes adalah "Call Name”
sebagai sebutan komersial

S r Cukup jeles.

6‘ : PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawe:n

Selatan  sebagai Pemegang Kas Dacrah dan atau
Penyimpan  Uang Daerah  menerima  simipanan
tersebul datam bentuk Gire dan melakukan tugers

sebagai Kas Daerah.
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Pasal 7 o Cukup jelas.

Pasal 8 Do Yang  dimaksud dengan prinsip kehati-kehalian
i dalam pasal ini adalah prinsin kehati-hatian Yy
Menyangk! P:éwajibén antar Bank, pengambilafiban

tagihar, saku bunga simpanan dan penvedinan dans.

Pasal g : Cukn'p jelas.

Pasal 10 o Cukop jelas.

Pasal 11 co Cukap jolas

Pasal 12 o Cukup jelas,

Pasal ljayat{ﬁ) TooHak Istimenes [Yoting Right) dapat membat dlian

kaputusan Komisaris /la Direksi sepanjang Derkeitarn
dengan tujuan dan mis Cank Pembangunan Dacrah

sebagal Agen Fembangunan (agent of development).

Pasal 14 o Cukup jelas.

Pasal 15 o Cukup jelas,

Pasal 16 co Cukup jelss,

Pasal 17 o Cukup jelas.

Pasal 18 o Cukup jelas.

Pasal 19 ayat {1y Yang dimaksyd cengan -

- Dana Pembangunan Daeral adalah dana yang
diperuntukkan Dagi Pemerintal Propinsi ‘cfari
Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibagi secara
propersional  berdasarkan besarnya penyertaan
saham masing-masing.

- Cadangan Umum adalah dana yang dibentuk
utuk  mengatasi kemungkinan kerugian yany
akan tecjodi
Cadangan  Tujuan  adalah cadangan  yang
thgunakan  untuk tuan-tujuan  vang  Lelah

~\ ditentikan perasahaan ;o o,

; .\ Dana Kesejahteraan adatah dana yanig digunakan

""*"'lmtuk meningkatkan  kesejahteraan Direksi,
Pegawat dan pensiunan antara lain dipergunakan
untuk  perumahan pegawal,  sosial dan"
S TR e e
sejenisnya ;

R
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aual i
fracal 2
Pasal 22
l5e15‘i:l 23
Pasal 24
Pasal 2%
Pasal 24

_Pasa! 27

T Produksi adalah Uang - yang. diberikan
Fepads Dewan Pengawas, Dr’reksi,' dan pegawai
L Dekretaciat Dewean Pengawas alas prestasi
YA e, |

Clep elas.

Coktp jelas.

Cukup jotas.

Cukup jelas,

Cukup jelas,

Cokun jelas,

Cukup jelas.

Cukup jelas.

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINS] SULAWEST SELATAN NOMOR .5€Q,



